
 
 

 
 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

 
PERATURAN  BUPATI HULU SUNGAI UTARA 

NOMOR 22 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2019 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 

Menimbang 

 

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 

Nomor  9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4286); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor  4421); 
 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

SALINAN 
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
 
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 
 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 
 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
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Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5261); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 
 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 
 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 450) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 15);  

 
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701); 

 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
8 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8); 

 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 8); 

 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12); 
 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 
8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 8), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 6 Tahun 2019 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 6); 
 

28. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 80 Tahun 

2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 80); 
 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan 
 
 

: 
 
 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2019. 
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Pasal 1 
 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula 
berjumlah Rp1.071.168.929.380,00 bertambah sebesar Rp321.177.721.684,15  

sehingga menjadi Rp 1.392.346.651.064,15   dengan rincian sebagai berikut: 
 
1. Pendapatan Daerah: 

a. Semula  Rp  979.217.080.130,00  
b. Bertambah Rp  244.983.263.673,24 
Jumlah Pendapatan Daerah    

setelah perubahan Rp 1.224.200.343.803,24 
 

2. Belanja Daerah: 
a. Semula  Rp  1.071.168.929.380,00 
b. Bertambah Rp 321.177.721.684,15 

Jumlah Belanja Daerah    
setelah perubahan Rp  1.392.346.651.064,15  

 

Jumlah Defisit setelah perubahan  ( Rp 168.146.307.260,91 )     
 

3. Pembiayaan Daerah : 
a. Penerimaan : 

1) Semula Rp   95.251.849.250,00 

2) Bertambah Rp    76.194.458.010,91 
  Jumlah penerimaan  

  setelah perubahan  Rp    171.446.307.260,91 
 

b.  Pengeluaran : 

1) Semula Rp  3.300.000.000,00 
2) Bertambah Rp     0,00 
  Jumlah pengeluaran  

  setelah perubahan  Rp        3.300.000.000,00 
      

      Jumlah Pembiayaan Netto  
 setelah perubahan Rp  168.146.307.260,91 

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

Tahun Berkenaan setelah perubahan   Rp 0,00 
 

Pasal 2 
 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 3 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

Pasal 4 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara. 
 

 
 

Ditetapkan  di Amuntai 

pada tanggal  06 Agustus 2019 
 
BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 
            CAP/TTD 

 
       ABDUL WAHID HK 

 

Diundangkan di Amuntai 
pada tanggal  06 Agustus 2019   
 

  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
 HULU SUNGAI UTARA, 

 
              CAP/TTD 

         MUHAMMAD TAUFIK 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2019 NOMOR 22.  

 
 
Rabu, 09 Agustus 2019 

 


